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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengaturan upah kerja tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. UU No. 5 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan ASN yang mencakup prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi UU ini terhadap tenaga honorer masih menjadi isu penting mengingat perbedaan status kepegawaian antara ASN dan tenaga honorer.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai dinas dan analisis dokumen terkait kebijakan kepegawaian dan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 5 Tahun 2014 telah menetapkan standar yang jelas untuk ASN, penerapannya terhadap tenaga honorer belum optimal. Tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai masih mengalami ketidakpastian upah dan kesejahteraan yang tidak setara dengan ASN. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan upah yang menyebabkan disparitas dalam penerimaan tenaga honorer.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya revisi dan penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif untuk tenaga honorer agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan transparansi dalam penetapan upah, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan, serta advokasi untuk pengakuan hukum yang lebih baik bagi tenaga honorer.
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ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the role of Law Number 35 of 2014
concerning the State Civil Apparatus (ASN) on the regulation of wages for honorary
workers at Dinas Komunikasi dan Informatika Serdang Bedagai Regency. Law No. 5
of 2014 provides a legal framework for the management of civil servants that

includes the principles of meritocracy, ransparency, and accountability. However,

the implementation of this law on honorary workers is still an important issue

considering the difference in employment status between civil servants and honorary

personnel.

The research method used is qualitative descriptive with a case research approach.
Data were obtained through in-depth interviews with official employees and analysis
of documents related to personnel and wage policies. The results showed that
although Law No. 5 of 2014 has set clear standards for civil servants, its application
to honorary personnel has not been optimal. Honorary workers at Dinas Komunikasi
dan Informatika Serdang Bedagai Regency are still experiencing uncertainty about
wages and welfare that are not equivalent to civil servants. In addition, there are

shortcomings in the supervision and implementation of wage policies that cause

disparities in the acceptance of honorary workers.

This research concludes that there is a need to revise and aajust polzczes that are

mendations include increased transparency in wage setting, tighter
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